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Abstrak. Pengelolaan zakat bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat
Nasional. Lembaga pengelola zakat berfungsi untuk meningkatkan kesgjahteraan dan keadilan distribusi
harta. Untuk pengelolaan zakat tersebut maka diperlukan suatu mekanisme pengelolaan yang baik yaitu
dengan sistem Good Corporate Governance yang merupakan alat bagi perusahaan untuk fungsi kontrol atas
opersional perusahaan itu sendiri. Pengelolaan dana zakat di Indonesia terhitung sangat minim dalam
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG itu sendiri, salah satunya yaitu kurang adanya transparansi. Transparansi
yang semestinya menjadi karakter dasar dari kinerja amil zakat belum sepenuhnya terinternalisasikan
secara penuh sebagai etika OPZ. BAZ Kota Bandung termasuk salah satu yang belum sepenuhnya
menerapkan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi
dalam pengelolaan zakat, implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung dan untuk
mengidentifikasi kendala yang terjadi di BAZ Kota Bandung dalam mengimplementasikan Prinsip
Transparansi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada BAZ Kota
Bandung . Untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini data dikumpulkan melalui
metode interview, observasi, dan dokumentasi yang peneliti dapatkan langsung dari BAZ Kota Bandung.
Dari data tersebut penulis kemudian menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif.
Impelementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat yaitu : Aspek kelembagaan, aspek sumber
daya manusia (SDM ), aspek sistem pengelolaan, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan
dan detail keuangan, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan
proyek yang dapat diakses oleh umum, laporan tahunan, website atau media publikasi organisasi, pedoman
dalam penyebaran informasi.Adapun implementasi di BAZ Kota Bandung hanya meliputi : Aspek
kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, adanya laporan secara berkala, dan adanya laporan tahunan.
Kendala BAZ Kota Bandung dalam mengimplementasikan prinsip transparansi adalah : Sumber daya
manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota
Bandung, Adanya masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.

KataKunci: BAZ, Pengelolaan Zakat, Transparansi

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat
manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinanan dalam kehidupan sosial
masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, srtategis,
dan menentukan bagi pembangunan kesgjahteraan umat. Ajaran zakat memberikan
landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan
gjaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan sagja nilai ibadah,
moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi. Dalam pengelolaan zakat
tentu sgja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat
Nasiona (BAZNAYS) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga
Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan terjadinya berbagai
kasus fraud pada perusahaan modern, mendorong para pelaku bisnis untuk
menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dan mampu
menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak
yang menjalankan hubungan bisnis. Sistem tersebut dikenal dengan istilah Corporate
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Governance yang merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan
perusshaan melaui fungs kontrol atas operasiona perusahaan itu sendiri.
Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Corporate Governance sangat penting
digunakan dalam suatu perusahaan. Daam mewujudkan transparansi, sebuah
perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada
berbagai pihak yang berkepentingan.

Saat ini, sudah lebih dari 3.000 BAZ Daerah (BAZDA) yang terbentuk, namun
tidak semua BAZDA memberikan laporan penghimpunan dan pendayagunaan zakat
serta dana kedermawanan lainnya (BAZNAS, 2009). Sehingga, wajar kemudian
infformasi  tentang pengelolaan dana zakat di Indonesia terhitung menjadi sangat
minim. Transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadi karakter dasar dari
kinerja amil zakat, belum sepenuhnya terinternalisasikan secara penuh sebagai etika
kerja OPZ. Tingkat kepercayaan publik terhadap OPZ sebagai institus pengelola zakat
tampak masih begitu lemah.

Berdasarkan informasi kualitas tata kelola yang diterapkan BAZ Kota Bandung
masih terbilang rendah salah satunya dalam penerapan prinsip transparansi, bahwa
BAZ Kota Bandung mengalami permasalahan sama seperti yang sudah dipaparkan
diatas, hal ini_karena adanya beberapa temuan permasalahan yaitu dapat diihat dari
lemahnya informasi yang disgikan oleh pihak BAZ Kota Bandung kepada
publik/masyarakat, lalu sistem transparansi informasi yang dilakukan BAZ Kota
Bandung kepada mustahik yang membutuhkan bantuanpun masih terbilang sangat
minim.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi dari
BAZ Kota Bandung tentang implementas prinsip transparansi dalam pengelolaan
zakat di BAZ Kota Bandung, sedang penélitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1).
Untuk mengetahui prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat, (2). Untuk
mengetahui implementasi prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di
BAZ Kota Bandung, (3). Untuk mengetahui apa sgja kendala-kendala pelaksanaan
prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar zaka yang berarti
tumbuh, berkah, bersih, dan berkembang.Sedangkan pengertian zakat menurut
terminologi adalah sgjumlah harta tertentu yang diwagjibkan oleh Allah SWT untuk
diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dengan syarat-syarat
tertentu. Dasar hukum zakat diantaranya adalah :

o3 p st A5y Ll Gdaadl’s (oSl 100l C8AZall L)
ale Al Wl Ga Alay 4 Tl Ay & s (35 Gpe pall 5 B3
e AsA

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatuketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 60).

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Pertama,
milik sempurna, yang berarti harta itu harus dikuasai penuh dan dimiliki secara sah

Volume 2, No.1, Tahun 2016



Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di ... | 395

yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan
untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Kedua, berkembang
adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk
berkembang, seperti perdagangan, deposito, peternakan, dll. Ketiga, telah mencapai
nisab, harta tersebut telah mencapai ukuran untuk dikenakan zakat. Keempat, haul
artinya harta tersebut telah dimiliki dalam satu tahun.

Sedangkan dalam ha pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan Good
Corporate Governance dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah
ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab | pasa
2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip Good Corporate
Governance *. Sedangkan dalam konsep Good Corporate Governance setiap
organisasi/perusahaan harus memastikan bahwa setigp asas GCG diterapkan pada
setigp aspek organisasi. Menurut KNKG asas Good Corporate Governance tersebut
adalah transparansi, akutabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan
kewagjaran diperlukan untuk kesinambungan organisasi dengan memperhatikan
pemangku kepentingan (stakeholder).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informas tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil
yang dicapai. Transparans yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek
kebijakan pemerintah/lembaga yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan
informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan
kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan
lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privas individu.
Karena pemerintahan atau suatu lembaga menghasilkan data dalam jumlah besar,
maka dibutuhkan petugas informas professional, bukan untuk membuat dalih atas
keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusankeputusan yang
penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.
Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah/lembaga, baik sebagai
sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai
informasi yang relevan.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang
dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pada
tingkat pusat dengan SK Presiden atas Usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat
Provins dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi.
Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul
Kepala Kanwil Kementrian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan
SK Camat atas usul Kepala KUA. Padatingkat Desa/Dinas/Badan/K antor/Instansi lain
dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instans pemerintah, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,
kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Unit pengumpul zakat adalah satuan

! Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang zakat
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organisasi yang dibentuk olen Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas
mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan,
instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagai instansi pemerintahan (BUMN) Lembaga pengelola zakat (BAZ dan
LAZ) tumbuh dan berkembang karena kepercayaan masyarakat, sebagai lembaga
publik yang menghimpun dana masyarakat (muzakki) wajib
mempertanggungjawabkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat secara
transparan. Transparansi dalam mangemen zakat tidak hanya melibatkan pihak
internal sgja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Dengan transparansi, rasa curiga
dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi, maka implementasi
prinsip transparans dalam pengelolaan zakat sangatlah penting

Transparansi dalam manajemen zakat tidak hanya melibatkan pihak internal
sgja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Dengan transparansi, rasa curiga dan
ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Kualitas mang emen lembaga
pengelola zakat adalah sesuatu yang harus dapat diukur. Untuk itulah tiga kata kunci
sebagaimana disebut di atas dijadikan sebaga alat ukurnya. Ketiga kata kunci (yaitu
amanah, profesional dan transparan) akan dapat diimplementasikan apabila didukung
dengan penerapan prinsip-prinsip operasional dan memiliki indikator yang
jelas. Kinerja mangemen lembaga pengelola zakat, meliputi: Aspek Kelembagaan,
Aspek SDM, Aspek Pengel olaan.

C} Hasl| Penéelitian

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa prinsip transparans dapat di
implementasikan apabila didukung oleh kinerja mangemen lembaga pengelola zakat,
meliputi :

(1) Aspek Kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah |embaga pengel ola zakat
dituntut memperhatikan beberapa faktor berikut, yaitu visi dan misi, kedudukan
dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi. BAZ Kota Bandung
memiliki vis mis yang jelas. Untuk visinya , yaitu terlaksananya Peraturan
Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Dalam Menunjang Masyarakat Kota
Bandung Yang Agamis Dan Bermartabat. Sedangkan untuk Misinya yaitu ,
meningkatkan daya dan hasil guna zakat, infag dan shadagah, meningkatkan
pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan sumber daya umat, meningkatkan
kesadaran umat dalam berzakat. Dalam kedudukannya BAZ Kota
Bandung berada dibawah BAZ Provinsi dan BAZNAS Pusat,
dimana untuk BAZNAS Pusat sdlain menjadi operator, juga memegang
fungs regulator seperti perencanaan, pengendalian, dan menerima pelaporan
dari BAZ provinsi, BAZ kabupaten/kota dan LAZ. Sifat kelembagaan dari BAZ
Kota Bandung adalah sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dalam
legalitasnya dibentuk dan dikelola oleh pemerintah, secara legalitaspun sudah
jelas karena BAZ Kota Bandung merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Bandung. Melihat dari faktor-
faktor diatas , BAZ Kota Bandung sudah memenuhi syarat dalam aspek
kelembagaan.

(2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling
berharga bagi lembaga pengelola zakat. Berdasarkan pemaparan dari salah satu
pengurus BAZ Kota Bandung bahwa saat ini BAZ Kota Bandung kekurangan
sumber daya manusia (SDM) dibeberapa bidang misalnya di bidang ahli
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keuangan dan ahli tekhnik informatika untuk menunjang operasional di BAZ

Kota Bandung. Dengan kurangnya sumber daya manusia tersebut BAZ Kota

Bandung merasa sedikit terhambat dalam pelaksanaan operasional penting BAZ

yang terkadang dalam pelaksanaan operasional yang merangkap dua tugas

dalam satu bidang. Dalam aspek sumber daya manusia BAZ Kota Bandung
belum bisa memenuhi sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang sesuai
dengan kebutuhannya.

(3) Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Lembaga pengelola zakat harus memiliki
sistem pengelolaan yang baik (good governance), dimana unsur-unsur yang
harus diperhatikan di antaranya ialah, harus memiliki sistem, aturan yang jelas,
mangemen terbuka; memiliki sistem akuntans dan mangemen keuangan,
audit. BAZ Kota Bandung memiliki aturan yang jelas yang berpedoman kepada
Undang Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 dan Undang Undang
No. 23 Tahun 2011, walaupun saat ini BAZ Kota Bandung masih dalam masa
transisi dalam pelaksanaan aturan tersebut, masa transisi dari Undang Undang
N0.38 Tahun 1999 Undang Undang baru No. 23 tahun 2011. Manajamen yang
terbuka (transparansi) dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Bandung tidak ada
yang di tutup-tutupi dalam pengelolaannya, semua bersifat terbuka, BAZ Kota
Bandung hanya lembaga amil zakat yang berkewajiban mengelola zakat dengan
amanah. Memang benar seperti itu seharusnya akan tetapi ada beberapa
kekurangan di BAZ Kota Bandung yaitu kurangnya keterbukaan informasi
kepada masyarakat sekitar dan mustahik yang membutuhkan. Informasi hanya
berupa mulut ke mulut sgjatidak adainformasi yang secara khusus disampaikan
kepada masyarakat dan mustahik, tidak ada media lain yang digunakan oleh
pihak BAZ Kota Bandung untuk sistem keterbukaan informasi. Sistem
akuntansi dalam mengelola laporan keuangan adalah suatu keharusan dan suatu
standarisasi yang seharusnya ada pada suatu lembaga, di BAZ Kota Bandung
sistem akuntansi ini belum terlaksanakan sesuai standarisi akuntansi karena
laporan keuangan yang dilaporkan oleh BAZ Kota Bandung berbentuk Iaporan
sederhana sga tidak memiliki sistem akuntans yang memenuhi standarisasi.
Manajemen keuangan di BAZ Kota Bandung ditransparansikan melalui laporan
tahunan, dalam laporan tersebut dipaparkan mengenai jumlah penerimaan zakat
dari muzaki lengkap dengan data muzaki (PNS dan Umum) lalu
pengeluaran/penyaluran zakat kepada mustahik lengkap dengan jenis
penyaluran dan jumlahnya, lalu pengeluaran biaya operasional dalam satu tahun
yang dikeluarkan oleh BAZ Kota Bandung. Sistem audit internal di BAZ Kota
Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan
Amil Zakat terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas
yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja
Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung.

Dalam panduan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip
transparansi yang dikemukakan yaitu: (1). Adanyainformasi yang mudah dipahami
dan diakses. Informas mengenai BAZ Kota Bandung sangatlah penting untuk
bebergpa pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Untuk pengaksesan
informasi, BAZ Kota Bandung memang terbilang masih kurang. (2) Adanya publikasi
dan media mengenai proses kegiatan. Publikasi proses kegiatan dan media yang
tersedia di BAZ Kota Bandung masih terbilang kurang, karena berdasarkan informasi
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yang didapatkan dari beberapa pengurus bahwa BAZ Kota Bandung belum
mempunyai media untuk mempublikasikan proses kegiatan dan informasi lainnya
mengenai BAZ Kota Bandung. (3).Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan
sumber daya dalam perkembangan proyek. BAZ Kota Bandung melakukan laporan
berkala setiap triwulan dalam satu tahun kepada pemangku kepentingan dan kepada
para muzaki mengena perkembangan BAZ Kota Bandung, serta pelaporan mengenai
program kerja yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Bandung, serta ada evaluasi di setiap
pelaporan berkaaini. (4) Laporan tahunan .BAZ Kota Bandung tentunya melakukan
laporan setigp tahunan kepada para pemangku kepentingan dan kepada muzaki,
dengan mengadakan rapat tahunan. Pembahasan mengenai program kerja selama satu
tahun dan perkembangan zakat selama satu tahun. (5) Website atau media publikasi
organisasi . Dalam aspek ini website atau media publikasi organisasi, ini menjadi
kelemahan dari BAZ Kota Bandung karena pada realitanya BAZ Kota Bandung tidak
memiliki sarana dan prasarana dalam ha ini . (6) Pedoman dalam penyebaran
informasi. Sebenarnya tidak ada pedoman khusus dalam penyebaran Informasi, akan
tetapi dalam pemberian informas tersebut BAZ Kota Bandung tetap memiliki
prosedur tersendiri, ada yang bisa datang langsung ke kantor BAZ Kota Bandung ada
juga prosedur formal seperti contohnya harus ada surat permohonan untuk mengetahui
informasi mengenai BAZ Kota Bandung.

BAZ Kota Bandung telah mengimplementasikan Prinsip Transparans , akan
tetapi implementasinya belum berjalan maksimal karena masih terdapat hal-hal yang
menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu : (1) Sumber Daya Manusia, di BAZ
Kota Bandung tidak ada SDM yang mengusai tentang sistem akuntansi, hal ini tentu
menghambat dalam pel aksanaan sistem terbaru yang mewajibkan BAZ Kota Bandung
menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan standarisasi akuntansi. Selain itu BAZ
Kota Bandung tidak mempunyai SDM khusus di bidang tekhnik informatika,
mengingat bahwa BAZ Kota Bandung kedepannya akan membuat media publikas
seperti website dan media sosia lainnya untuk mempublikasikan informasi tentang
BAZ Kota Bandung. (2) Tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana
media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, (3) Masa transisi dari UU No. 38 Tahun
1999 ke UU No. 23 Tahun 2011 menjadi faktor penghambat, karena dalam
pengelolaan yang dilakukan masih setengah-setengah yang mengakibatkan adanya
ketidakjelasan dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan zakat.

D. Kesmpulan

Berdasarkan penelitian melalui analisis kualitatif deskriptif maka dapat
dismpulkan bahwa Implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung melipuiti
‘Aspek Kelembagaan, Aspek sistem pengelolaan,Adanya laporan berkala, Laporan
Tahunan. Sedangkan kendala dalam implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota
Bandung yaitu : Sumber Daya Manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana
dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, adanya masa transisi dari
UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.
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